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Harus kita akui, bahwa sampai hari ini negara kita masih sulit sekali keluar dari
pusaran kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh dunia Internasional,
setidaknya terhadap Narkoba, Korupsi, dan Terorisme. Untuk kasus korupsi dan terorisme,
kita mengapresiasi kinerja KPK dan Densus 88 yang sejauh ini telah bekerja dengan optimal.
Tidak sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara meski kinerja KPK bukan tanpa
cacat, begitu pula dengan tidak sedikit terorisme yang berhasil ditangkap yang barangkali

berbanding lurus dengan jumlah terduga teroris yang ditembak mati.

Khusus mengenai narkoba, barangkali merupakan bentuk kejahatan yang
penanganannya paling buruk dibanding dua kejahatan besar lainnya (Korupsi dan Teroris).
Jika analisis kita menggunakan teori Lawrance Friedman, maka pendekatan terhadap tiga
aspek pnegakan hukum penting untuk di kaji yaitu: legas substance, structure substance,

and culture substance.

Pada aspek regulasi (legal substance), kita telah memiliki UU No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika yang telah memberikan hukuman maksimal bagi para produsen dan
distributor narkoba hingga hukuman mati (death penalty). Artinya masalah tidak terletak
pada aspek regulasi, meski perlu ada perbaikan yang sifatnya tidak begitu urgen. Sementara
dari aspek budaya masyarakat (culture substance) rasa-rasanya memang perlu ada
perbaikan dan penataan ulang khususnya pada generasi muda kita. Kalangan terdidik yang
besar dalam lingkungan serba berkecukupan, tidak menjadi jaminan akan tumbuh, besar,
dan berkembang dengan sehat sebagaimana mestinya manusia normal. Justru kasus yang
menimpa kalangan artis belakangan ini menunjukkan bahwa narkoba dapat meracuni siapa
saja. Bicara tentang budaya masyarakat dalam perspektif hukum, maka satu-satunya jalan
untuk merubahnya adalah melalui pendidikan moral dan nilai. Pendidikan memang tidak

dimaknai kaku dalam bentuk pendidikan resmi di sekolah-sekolah, hal lain yang justru lebih
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memiliki dampak signifikan terhadap karakter anak adalah lingkungan keluarga dan
masyarakat sekitar. Hidup dalam masyarakat dan keluarga yang orientasinya nilai-nilai
agama tentu akan jauh berbeda dengan orang yang tidak hidup dalam lingkungan serupa.
Hal ini sekaligus menggambarkan kepada kita bahwa menjadi modern tidak serta merta
menjadikan hidup bernilai. Nilai adalah tentang kesadaran akan makna hidup yang tidak

tumbuh dengan sendirinya atau bawaan lahir, ia perlu diperjuangkan.

Di luar dua aspek itu, keberadaan aparat penegak hukum (legal structure) yang
sejatinya sebagai garda tedepan dalam memberantas narkoba, justru sekaligus menjadi
penyumbang terbesar kagagalan pemberantasan narkoba di negeri ini. Hal ini setidaknya
dapat dilihat dari dua hal, Pertama, bagaimana mungkin seorang terpidana narkoba dapat
mengandalikan bisnis narkobanya dari dalam penjara hingga bertahun-tahun? Mudah
terbaca, bagaimana peran pengelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam kasus ini,
tanpa kerja sama dengan mereka, adalah mustahil seorang terpidana dapat dengan bebas
bertemu, berinteraksi, termasuk beraktivitas di dalam penjara. Kondisi penjara yang sesak
dan memprihatinkan, ditambah dengan pendapatan pegawai Lapas yang masih tergolong
rendah, seakan menambah kesemrawutan pemberantasan narkoba di Indonesia. Kedua,
bagaimana mungkin transaksi narkoba dapat dimobilisasikan secara bebas dari satu daerah
ke daerah lain bahkan dari suatu negara ke negara lain? Tidak jauh berbeda dengan kasus
pertama, sudah menjadi rahasia umum bahwa mobilisasi kejahatan besar berupa narkoba
ini melibatkan mafia-mafia besar dilingkungan pejabat negara khususnya kepolisian dan
keimigrasian. Namun sampai hari ini, kondisi itu belum tersentuh karena memang sangat
sulit untuk membuktikannya. Dan sekali lagi, ini sudah menjadi rahasia umum. Bisnis
narkoba, adalah bisnis yang paling menguntungkan bagi seorang pejabat yang

menghambakan dirinya untuk kekayaan.

Begitulah kondisi penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di negeri kita.
Seberapa sering pun UU dirubah, Kapolri dipanggil presiden, termasuk komitmen presiden
untuk menghukum tegas pelaku kejahatan narkoba, tidak akan membuahkan hasil maksimal

jika pokok masalahnya tidak disentuh hingga ke tararan struktur.



